
211 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 

Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung; Nuansa. 

Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta; 

LaksBang PRESSindo. 

Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosialogis. Cet II. Jakarta; PT Gunung Agung Tbk. 

Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta; Akademika 

Pressindo. 

Asep N. Mulyana. 2023.  Embodiement; Victim Impact Statement Dalam 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak dan Perempuan. 

Depok: PT. Rajawali Press. 

Aswanto. 2012.Hukum dan Kekuasaan; Relasi Hukum, Politik dan Pemilu,  

Yogyakarta; Rangkang Education. 

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2013. Teori 

Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. 

Yogyakarta; Genta Publishing. 

Bismar Siregar, dkk. 1988. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta; Rajawali 

Carl Joahim Friedrich. 2004. FIlsafat Hukum Perspektif Historis 

(Terjemahan Raisul MUttaqien): Bandung: PT Nusantara dari 

Nusamedia.  

Darwan Prints. 2001. Hukum Anak Indonesia. Bandung; Citra Aditya Bakti. 

------------------------., 2003. Hukum Anak Indonesia, edisi revisi. Bandung; 

PT. Citra Aditya Bakti. 

David Weissbrodt. 1994. Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, 

Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. 

E. Utrecht. 1960. Hukum Pidana. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada 

(UGM) Press. 

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia 

dan Penerapannya. Bandung; Alumni. 

Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta;  

Cahaya Atma Pustaka. 

Eka Hendry AR. 2003. Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan 

Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan. Kalimantan; Persadar 

Press. 

Gerhard O. W Mueller.1980. Sexual Conduct And The Law, (United States 

of America; Oceana Publications. 



212 
 

Gunawan Setiardja. 1994. Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila,  

Semarang; Universitas Diponegoro. 

Huma. 2014.Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan 

Masyarakat Adat KiatKiat Praktis Bagi Pendamping Hukum 

Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan 

Pemimpin Masyarakat Adat, Perkumpulan Untuk Pembaharuan 

Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama 

dengan Rights Resource Institute (RRI. Jakarta; HuMA. 

Hilman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. 

Bandung; Mandar Maju.  

I Made Widnyana. 1993. Kapita Selekta Hukum Pidana Adat. Bandung; 

PT Eresco. 

-----------------------, 2010. Asas- Asas Hukum Pidana, Jakarta; Fikahati 

Aneska. 

I Gede AB Wiranata. 2005. Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya 

dari Masa ke Masa. Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 

Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta; Pustaka 

Yustisia. 

Jan Remmelink. 2003. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal 

Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia. Jakarta; PT Gramedia. 

John M. Echols dan Hassan Shadily. 1997. Kamus Inggris Indonesia. 

Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1989. Jakarta; Unicef.  

Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. 

Bandung; Remaja Rusdakarya. 

M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2012. Wawasan Due Process of 

Law Dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta; Rangkang 

Education. 

Mahrus Ali. 2015.  Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta; Sinar Grafika.  

Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung; PT. Refika 

Aditama. 

Mardjono Reksodiputro. 1987. Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam 

KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil 

Right). Jakarta; Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. 

Muhammad Asrun. 2004. Krisis peradilan Mahkamah Agung di bawah 

Soeharto. Cet I. Jakarta; Elsam. 



213 
 

Muhari Agus Santoso. 2002. Paradigma Baru Hukum Pidana. Malang; 

Averroes Press.  

Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. 

Edisi Revisi. Bandung; Alumni. 

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. 2009. Kekerasan Seksual dan 

Perceraian. Malang: Intimedia. 

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. Relevansi Hukum Pidana Adat dalam 
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung; PT Citra Aditya 
Bakti. 

P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung; 

Citra Aditya Bakti. 

Paulus Hadisuprapto. 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan 

Penanggulangannya. Malang; Selaras. 

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta; Kencana 
Prenada Media Group. 

R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta 

Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor; Politeia. 

Rawls, John, A. 1971. Theory of Justice. Harvard; Harvard University 

Press. 

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. Sistem 

Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan. 

Jakarta; PT Rajawali Press. 

Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, 

Cetakan Kedua. Jakarta; Sinar Grafika.  

Romli Atmasasmita. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung; Mandar 

Maju. 

--------------------------. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung; 

Mandar Maju. 

Ronny Hantijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan 

Jurimetri. Jakarta; Ghalia Indonesia. 

Satjipto Rahardjo. 1998. Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan 

Sosiologis). Bandung; Sinar Baru. 

--------------------------. 2014. Ilmu Hukum. Bandung; Citra Aditya Bhakti. 

Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan 

Psikoseksual. Cet I. Bandung; PT. Refika Aditama. 

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak, 

Jakarta; CV. Novindo Pustaka Mandiri. 

Sholehuddin. 2002. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar 

Double Track System Dan Implementasinya. Jakarta; Raja 

Grafindo Persada. 



214 
 

Suhariyono AR. 2012. Pembaruan Pidana Denda di Indonesia. Jakarta; 

Papas Sinar Sinanti. 

Slamet Muljana. 1967. Perundang-undangan Madjapahit. Jakarta; 

Bhratara. 

Soejono. 1996. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta; 

Rineka Cipta. 

Soekidjo Notoatmojo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta; Rineka 

Cipta. 

Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. Jakarta; Rajawali Pers. 

-----------------------. 1996. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta; Rajawali 

Pres. 

Soepomo. 1963. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta; Penerbitan 
Universitas Indonesia. 

Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1985.  Anak dan Wanita Dalam Hukum. 

Jakarta; LP3SES. 

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembagan Masyarakal: Kajian Terhadap 

Hukum Pidana. Bandung; Sinar Baru. 

Sudikno Mertokusumo. 1996. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 

Yogyakarta; Penerbit Liberty.  

Sutherland & Cressey. 1974. “The Control Crime”, dialihbahasakan 

Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana, Terjemahan 

Sudjono D. Tarsito. Bandung. 

Teguh Prasetyo. 2010.  Hukum Pidana. Depok; Raja Grafindo Persada. 

Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum 

Hukum Pidana Indonesia. Banjarmasin; Unila.  

Utrecht. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta; Balai Buku 

Ichtiar,. 

Uzair Fauzan dan Prasetyo. 2006. Teori Keadilan. Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar. 

 

JURNAL HUKUM 

Amri. 2022, Persepsi Masyarakat Suku Tobati Di Kota Jayapura Terhadap 

Pernikahan Di Bawah Umur, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, 

Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIII, No 2: 310-324. 

Aroma Elmina Martha. 2024. Denda Adat dalam Penjatuhan Pidana (Studi 

Kasus Kejahatan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Merauke-Papua), 

Jurnal Hukum.No.26.Vol.11. 



215 
 

Christine O. I. Sanggenafa, Irwan Martua Hidayana. 2020. Peran Dewan 

Adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, Jurnal CENDERAWASIH, Vol.1.No.1. 

Diyah Irawati dan Hiniyati Widjaya. 2008. Eksistensi Sosial Politik Dewan 

Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Dewan 

Adat Sentani di Sentani Kabupaten Jayapura Jurnal Hukum, Oky 

Press. 

Ferdricka Nggeboe. 2012, Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam 

Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP. Jurnal 

LEGALITAS, Volume II Nomor 1. 

Franz and Keebet Von Benda-Beckmann. 2009. The Social Life of Living 

Law in Indonesia, dalam, Marc Hertogh (ed.). Living Law 

Reconsidering Eugen Ehrlich, Oxford and Portland Oregon: HART 

Publishing. 

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin. 2020. 

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No.1.  

Hamid Muhammad Amin, Aminuddin Salle, M Syukri Akub, Penerapan 

Hukum Pidana Adat Enggros Tobati Papua dalam Perkembangan 

Hukum Pidana Nasional, Jurnal, Magister Hukum, Fakultas Hukum 

Program Magister Universitas Hasanuddin, Makassar 

Joel Waldfogel. 1995. Are Fines and Prison Terms Used Efficiently? 

Evidence on Federal Fraud Offenders. Journal of Law and 

Economics. Volume 35. 

Pan Mohamad Faiz. 2009.  Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, 

Volume 6. Nomor 1. 

Patricia Pasapan dkk. 2022, Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di 

Indonesia, Jurnal Hukum TATOHI, Vol.2.No.2. 

Raissa Lestari, 2017. “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak 

Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi 

kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 

2010-2015)”, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2. 

Sara Ida Magdalena Awi, 2012, Para-Para Adat Sebagai Lembaga 

Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota 

Jayapura, Tesis Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2012. 

Steven D. Levitt. 1997. Incentive Compatibility Constraints as an 

Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines. 

International Review of Law and Economics. Volume 17.  

Suharyo. 2019. Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam 

Negara Kesejahteraan, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 3. 



216 
 

Syaiful Bakhri. 2010. Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan 

Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi,. 

Jurnal Hukum. Vol. 17. No. 2. 

Yapsenang, Y. N., & Usmany, D.P. 2019. Mekanisme Penyelesaian 

Konflik Tradisional Suku Bangsa Moi (Traditional Solution of Conflict 

in Moi Tribe). Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat, 

11(1), 57-69. https://doi.org/10.24832/papua.v11i1.266. Lihat juga.: 

Muhammad Ilham dkk, 2022,  Proses Penyelesaian Tindak Pidana 

Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong), 

Jurnal JUTISI, Vol.8.No.1. 

 

Laporan, Prosiding 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Pengkajian Bidang 
Hukum Pidana dalam Seminar Evaluasi Laporan Hasil 
Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, disusun oleh Team 
Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Jakarta. 

”Laporan Simposium Pembaharuan hukum Pidana Nasional”, Jakarta 

1980. 

“Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 

Tahun Terakhir”, Kompas.com (20/01/2022) pukul 12.43. WIB. 

Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda, Tim 

Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, BPHN 

Dep. Keh. RI. 1992, Jakarta. 

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2021, Kemen PPPA: 2023. 

Pius. “Dampak kekerasan orang tua terhadap perkembangan anak: 

Penelitian kualitatif” . Jayapura, 2006 Dikutip dari Noni Yeimo , 

Tri Ismu Pujiyanto, Witri Hastuti,   Pengetahuan, Sikap Dan 

Perilaku Orang Tua Tentang Kekerasan Fisik Pada Anak Di 

Papua, Prosiding Konferensi Nasional II PPNI Jawa Tengah 

2014. 

 

Surat Kabar Dan Internet 

“Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”. Dikutip 

dari: https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-

anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-

perlindungan-anak-tahun-2022, (24/01/2022) pukul 10.15 WIB.  
 “Ironi, 35 Anak Dibawah Umur di Papua Jadi Korban Kekerasan Seksual”, 

Viva.co.id (21/01/2022).  

https://doi.org/10.24832/papua.v11i1.266
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022


217 
 

 “Pelecehan Seksual dan Kekerasan Anak di Papua Terus Meningkat”, 

Kompas.id (16/03/2021).  

S. Susanto, “Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial”, dalam Majalah 

Masalah Hukum Pembangunan No. 9 Tahun 1992. 

https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/ 

https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat -

Papua.pdf.  

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) “Laporan Akhir Tahun dan 
Catatan Hasil Pengawasan KPAI Tahun 2022”. 
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-
anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-
terbebas-dari-kekerasan (20/01/2023). Data akses 15 Mei 2024 
pukul 22.35 WIT. 

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-

anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023 
 

 

https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/
https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf
https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan
https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023

